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RINGKASAN

Kegatan memborongkan bangunan kepada pemborong merupakan ruang
lingkup pemborongan bangunan Dalam KUH Perdata pemborongan bangunan
diatur di dalam Pasal 1601b vang menyebutkan - “Pemborongan pekerjaan adalah
perjanjian  dengan mana pihak yang satu mengikatkan din  untuk
menyelenggarakan suvatu pekerjaan bag pithak vang lonnyva, pihak vang
memborongkan, dengan menerima  suatu  harga yang ditentukan®, dengan
demikian provek imi termasuk dalam pemborongan pekerjaan.

Dalam pelaksanaannva pembangunan proyek Surabaya Internasional
School (S1S) melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemben tugas
(bouwheer), badan pertanahan, Pemkot dan scbagaminya. Pihak SIS dalam
melaksanakan pekerjaan pembuatan canopy swimming pool yang berukuran
kurang lebih 30 meter persegt memborongkan pekerjaan  tersebut  kepada
pemborong. Pelaksanaan proyek pekeriaon pembuatan canopy swimming pool
merupakan provek vang non pemenntah dan mekamsme pemborongan pekenjaan
sebelum penjanpian (kontrak) Maka pelaksanaan perjanpian (kontrak) harus
mengacu pada keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Keppres nomor; 17
tahun 2000 dan Keppres nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa. Berdasarkan uraian terscbut diatas menank perhatan
penulis untuk membuat skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN  PERIANIJIIAN  PEMBORONGAN PEKERJAAN
ANTARA SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL DENGAN OV,
MUTAN ENGINEERING SIDOARJO™.

Permasalahan vang penulis angkat dalam penulisan skripsi i adalah
bugmimanakah pelaksanaan perjanpan pemborongan pekenan pembuatan canopy
swimming pool amara Surabava [ntematonal School dengan CV. Mutan
Engincenng dan apa saja hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam
perjanjian  pemborongan  pekerjaan tersebul  serta bagaimana  proses
penyelesatannya apabila terjadi wanprestas:.

Tuwuan penulisan skripsi im adalah untuk mengetahw dan membahas
masalah vang telah dirumuskan Oleh karena 1t dalam menganalisa atau
membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode penulisan
yang menggunakan yundis normatif dan didukung data-data empins yang
diperoleh i lapangan. Sumber data yvang digunakan adalah sumber data primer

%
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dan data sckunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan penulis
adalah dengan studi literatur dan studi lapangan. Dalam menganalisa data dan
permasalahan yang akan dibahas menggunakan deskriptif kualitatif.

Pembahasan dalam penulisan skripsi imi adalah untuk mengetahui dan
mengkaji pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan canopy
swimming pool yang berdasarkan kontrak kerja harus selesai pada tanggal 16
Januari 2003. Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan canopy
swimming pool obyeknya adalah pembuatan canopy, sehingea obyek dan
perjanjian berupa suatu prestasi dalam bentuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
Mengenai hak dan kewajiban para pthak diatur secara khusus dalam peraturan
khusus secara standart pemborongan (A.V tahun 1941). Pihak pengguna jasa
(bouwheer) perlu melakukan pengawasan kontrak sedangkan pihak rekanan
(pemborong) harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah dan petunjuk
dalam dokumen kontrak pihak pertama sebelum atau selama pekerjaan
berlangsung pelaksanaan  perjanjian  pemborongan pekerjaan  menimbulkan
tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait, dalam melaksanakan hak dan
I-:ewajiban' itu tidak terlepas dari kendala yang dapat memimbulkan perselisihan
bagi kedua pihak. Apabila di dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak
mengalami wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan melalui upaya hukum di
Pengadilan Negeri Surabaya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penulisan skripsi ini
adalah bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara para pihak
dilaksanakan dengan mengacu pada standart kontrak yang berlaku di dalam suatu
perjanjian dari Pasal 23 Keppres Rl Nomor 18 Tahun 2000. Ilak dan kewajiban
dari masing-masing pihak vang terikat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan
pembuatan canopy swimming pool sampai dengan sclesainya pekerjaan dan
penyerahan pekerjaan  dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila terjadi
persehisthan di antara kedua belah pihak maka proses penyelesalannya dilakukan
melalui jalur pengadilan.

Saran yang penulis berikan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat antara masing-masing pihak sebaiknya tidak
dibuat standart kontrak melainkan para pihak duduk dalam satu meja untuk bisa
menuangkan materi perjanjian sesuai dengan kata sepakat kedua belah pihak.
Sedapat mungkin menghindan terjadinya wanprestasi diantara pihak-pihak yang
terikat di dalam perjanjian tersebut.

xiii
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Wk W1 Perpusinhoss

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia dalam usahanya mewujudkan masvarakal adil dan
makmur, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka
dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Salah satu bentuk pembangunan
vang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana yang
berwujnd pendidikan, perkantoran, perumahan, pelabuhan dan sarana-sarana
produksi, sarana perhubungan, pengairan dan lain-lain vang kesemuanva itu
diharapkan dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

jsaha-usaha tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan
tujuan negara yaitu menuju masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, juga untuk
mewujudkan tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesgjahteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
herdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tujuan nasional
vang disusun dan dituangkan di dalam pola dasar pembangunan nasional yaitu
Ketetapan MPR No. 11/ MPR/ 1999 tentang Ganis-Gans Besar laluan Negara
vang menyebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur vang merata maternl dan spinituil  berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam
lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil dalam kondisi dan situasi
nasional yang mantap. Kondisi dan situasi nasional yang mantap Juga

melancarkan proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilaksanakan

dengan berpedoman pada trilogi pembangunan yaitu :
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a. Pemerataan pembangunan dan- hasil-hasilnya yang menuju  pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. Pertumbuhan ekonomi vang cukup tinggi:

C. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketipa unsur tersebut penting dan tidak dapat dipisah-pisahkan,
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling terkait. Karena
itu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan keseimbangan
yang serast antar ketiga unsur tersebut (FX. Djumialdji, 1991:1).

Surabaya Internasional School merupakan sckolah 1nternasional yang telah
terakreditasi oleh Western Association of School on Colleges (WASC) yang
berpusat di New York Amenkat Serikat. Sekolah ini pertama kali didinkan pada
tahun 1971 dengan nama Amerika Consultate school, lalu pada tahun 1977
berubah nama memadi Surabava International School sesuar dengan peraturan
vang berlaku di Indonesia

Surabava International School menempati lahan seluas 30.000 meter
persegi vang menyediakan taman bermain dan lapangan athletik yang cukup
luas. Sekolah ini merupakan sekolah privat yang mengikuti kebijaksanaan dan
hak ijin masuk vang terbuka di bawah pembinaan Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia. Oleh karena dengan melakukan pembangunan
fasilitas dan prasarana vang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar
tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek Surabaya Internasional
School (SIS} melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemben tlugas
(bouwheer). badan pertanahan, Pemkot dan sebagamnya. Pihak SIS dalam
melaksanakan pekenjaan pembuatan canopy swimming pool yang berukuran
kurang lebih 30 meter persegi memborongkan pekerjaan tersebut kepada
pemborong. Kegiatan memborongkan bangunan kepada pemborong merupakan
ruang lingkup pemborongan bangunan. Dalam KUH Perdata pemborongan
bangunan diatur di dalam Pasal 1601b yang menyebutkan :* Pemborongan
pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dini untuk

menvelengearakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lamnya, pihak yang
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memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”, dengan
demikian proyek ini termasuk dalam pemborongan pekerjaan.

Pelaksanaan proyek pekerjman pembuatan canopy swimming pool
merupakan proyek yang non pemerintah dan mekanisme pemborongan pekerjaan
sebelum perjanjian (kontrak). Pelaksanaan perianjian (kontrak) harus mengacu
pada keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Keppres nomor: 17 tahun
2000 dan Keppres nomer 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan
pengadaan harang/ jasa.

Pelaksanaan proyek dilakukan dengan pengadaan barang atau jasa, vang
dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan
langsung. Proses pengadaan barang atau jasa tersebut harus memenu dan
mematuhi persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola dengan manajemen
yang baik. Pengadaan barang atau jasa utamanya pekerjaan  konstruksi
memerlukan perhatian serius karena menyangkut masalah anggaran dan
keselamatan pemakai konstruksi tersebut. Ini dimulai sejak pengadaan barang
atau jasa sampai dengan timbulnya perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan
yang akan menimbulkan suatu hubungan hukum diantara kedua belah pihak.
Pelaksanaan perjamian pemborongan pekerjaan menimbulkan fanggung jawab
bagi pihak-pihak yang terkait, dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu tidak
terlepas dari kendala yang dapat menimbulkan perselisihan bagi kedua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik perhatian penulis untuk
membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk sknpsi dengan judul: ™ TINJAUAN
YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN ANTARA SURABAYA INTERNASIONAL SCHOOL.
DENGAN CV. MUTAN ENGINEERING SIDOARJO ©

i. 2 Ruang Lingkup

Guna menghindari terjadinya salah pengertian dalam pokok permasalahan
vang ada daldi Skripst im. maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup
masalah vyaity lentang peranjian pemborongan pekerjaan yang masuk dalam

hukum perdata. Khususnya berkaitan dengan mekamsme sebelum terjadinya
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perjanjian pemborongan pekerjaan, pelaksanaan dan akibat hukum apabila salah

satu pihak wanprestasi serta proses penyelesalannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang pada sknpsi imi, rumusan masalah

vang akan penulis kap adalah

13

Bagaimana pelaksanaan perjanpan pemborongan pekerjaan dalam pembuatan
canopy swimming pool antara Surabaya Intermanonal School dengan CV
Mutan Engineenng Sidoarjo 7

Apa saja hak dan kewajiban dan para pihak vang terkant dalam perjanyian
pemborongan pekenaan tersebut”

Bagmmana proses penvelesaannya apabila tenadi  wanprestasi  yang
dilakukan oleh salah satu pithak vang lenkat dalam perjanpian pemborongan

pekerjaan tersebu?

L4 Tujuan Penulisan

14.1 Tujuan Umum

tJ

fad

Tujuan umum dalam penulisan skripsi im meliputi
Untuk memenuhn dan melengkap syarat-svarat guna mencapal gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
Sebaga1 sarana untuk mengembangkan 1lmu yang diperoleh selama
mengikuti perkuliahan dikaitkan dengan praktek dilapangan;
Sebagni  sumbangsih  pemikiran  kepada almamater dalam  menambah

perbendaharaan perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

%)

luyuan khusus vang ingin dicapar adalah
Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pelaksanaan peganpian pemborongan
pekenaan dalam pembuatan canopy swimming pool,
Lintak mengetahw dan mengkan 1entang hak dan kewapiban yang dinmbulkan
dari penjanjian pemborongan pekenaan;
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3, Untuk mengetahut dan mengkaji tentang proses penyelesaian apabila salah
satu pihak vang terikat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan melakukan
wanprestasi.

I. 5 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah bagi mahasiswa
vang akan menvelesaikan studi akhir diperlukan metode akhir penulisan yang
akan berguna sebagai prosedur atau rangkalan cara yang sistematis dengan
mengeali kebenaran schinpga dapat menghasilkan karya tulis yang vahd. Adapun
metode penulisan yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut -

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode vang dipereunakan dalam penulisan 1m adalah menggunakan

metode vuridis normauf dan didukung data-data empiris yang diperoleh d

lapangan. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan

menggunakan ketentuan-ketentuan vang terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalam
skripsi ini. Data-data empiris adalah data-data vang diperoleh dengan pendekatan

masalah langsung dari observasi di lapangan (Hilman Hadikusuma; 1995:60).

L5.2 Sumber Data

Sumber data adalah merupakan sarana darn suatu penelivan yang
dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yvang ada. Data yang telah
diperoleh diharapkan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data vang dipergunakan untuk mendapatkan data
primer. vang merupakan data dasar atau asli yang diperoleh dan orang pertama,
dan sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuratkan, Data primer
mengandung data aktual vang didapat melalui penclitian dengan berkomunikast
dengan pihak-pihak yang terkait ( Hilman Hadikusuma;, 1995:60), Data pnmer
dalam skripsi ini diperoleh langsung dar lapangan dengan wawancara para pihak
yang terkait yaitu yavasan Surabaya Internasional School dan CV. Mutan

Engineering Sidoarjo



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder vang diperoleh penulis dari kajian kepustakaan dan
dokumentasi yang merupakan hasil kajian dan pengolahan orang lain yang sudah
tersedia dalam bentuk buku-buku, literatur dan dokumentasi lainnya.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode
pengumpulan data. Adapun beberapa metode tersebut yang penulis pergunakan
untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut
1.5.3.1 Studi Lapang

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dan
lapang guna mendapatkan sumber data primer yang dilakukan melalu1 wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait dan didukung dengan dokumen-dokumen
penunjang yang berkaitan dengan penulisan  sknpsi ini pada Surabaya
Internasional School dan CV. Mutan Engineering Sidoarjo.
1.5.3.2 Studi Pustaka

Metode ini merupakan metode untuk memperoleh sumber data sekunder
vang didalamnva berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-
buku, literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang ada relevannya dengan
permasalahan dalam skripsi ini,
1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data diperoleh kemudian disusun secara aiphabetis dan secara
kronologis sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditctapkan, selanjutnya dianahsis
dengan metode deskriptif kualitatif. Desknptf adalah pembahasan yang
memberikan gambaran-gambaran vang lengkap dan jelas MEengeEnal apa vang
menjadi permasalahan yang ada sedang kuahitanf dapat diuraikan disini menurut
mutu dan sifat serta gejala dart hubungan hukum yang berlaku sesuai kenyataan
sebagai data primer yang dikaitkan dengan teorni-teori dan uraian penulis hiteratur
serta kepustakaan yang merupakan data sekunder ( Hilman Hadikusuma;
1995:6()). Selanjutnya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif
yaifu metode pembahasan yang dimulal dan hal-hal yang bersifat umum menuju

hal-hal yang bersifat khusus.
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Wik 2T Porpuniaini
T N

BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Surabaya Internasional School (SIS) yang berpusat di New York Amertka
Serikat, Pada tahun 1971 membuka cabangnya di Surabava, Janm dengan nama
American Consultur school, vang kemudian berubah nama menjadi Surabaya
Internasional School untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
di Indonesia dan sekaligus telah mendapatkan 1jin dan Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia. Dalam operasionalnya menyediakan pendidikan
mulai tingkat pra sekolah sampai dengan high school bagi anak-anak yang
berkewarganegaraan asing pada wmumnya dan warga negara Indonesia pada
khususnva yang memiliki domisili di kota Surabaya dan sckilarnya.

Sesnai dengan misinva SIS adalah comitmen untuk menyediakan seturuh
murid dengan berbagai kesempatan untuk berkembang dalam sosial emosional,
fisik dan kemampuan intelektual vang diperlukan untuk menjadi bagian dari
komunitas global, SIS vang bertanggung jawab, turut berpartisipasi dan menjadi
generasi sukses

Guna menunjang keberhasilan misi tersebut SIS berkeinginan untuk
memberikan kenvamanan kepada siswa siswinya disaat mengikuli program
pendidikan keschatan jasmani dalam bentuk keterampilan berenang dengan
membuat canopy swimming pool

Pada tangeal 24 Agustus 2002, Surabaya International school membuat
pengumuman untuk proyek pembuatan canopy swimming pool yang diumumkan
di harian Jawa Pos, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pelelangan ditkut
oleh enam (6) rekanan ada vang dari Surabava dan luar surabaya, yaitu CV. Midd/
Global, CV. Yuwana Karva, CV. Tugu Mura, Geasindo Tekmk, CV. Mutan
Enggineering dan CV. Garahan Jati,

Setelah diadakan proses seleks: terhadap proposal penawaran dan semua

rekanan yang masuk, oleh team teknis dan team lelang dari pihak pemben
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pekerjaan dan untuk menilai persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan
sudah mengacu pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa
konstruksi dipenuhi atau tidak oleh pihak rekanan selanjutnya dilanjutkan dengan
proses pelelangan.

Berdasarkan surat penctapan pemenang lelang oleh pimpinan proyek
pembuatan canopy swimming pool ditetapkan CV. Mutan Engineenng scbagai
pemenangnya. Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2002 dibuat perjanjian
kontrak kena antara :
|. Nama MR. Larry Jones

Alamat  Surabaya Internasional School Citraland Surabaya
Bertindak untuk atas nama SIS, sehingga pemilik proyek, untuk selamjutnya
dalam perjanjian ini disebut sebagar prhak pertama.
2. Nama : Ali Surahman
Alamat : J1. Manggis 8/ 42 Pondok Candra Indah Sidoarjo
Bertindak untuk dan atas nama CV. Mutan Engineering, sebagai pemborong
provek, untuk selanjutnys dalam perjanjian im discbut sebagai pihak keduoa.
Jenis pekerjaan - Pembuatan canopy swimming pool dengan hitungan
Struktur 30 Meter
Harga borongan pekerjaan - Rp 180.000.0000,00 (seratus delapan puluh juta
Rupah)
Waktu pengerjaan - Pada saat penandatanganan perjanjian sclesai paling
Lambat 16 Januan 2003
Sistem Pembayaran - Pembavaran |
50% dan mlar kontrak
Pembavaran il
45% dan milai kontrak
Pembayaran 111
5% dan milai kontrak
( Hasil konsultasi dengan Bpk. Privadi, jabatan Data Processing Coordinator SIS,

tanggal 23 Agustus 2003),
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2.2 Dasar Hukum
Sesuai dengan permasalahan vang hendak dibahas dalam skripsi ini,
selanjutnya dasar hukum yang dipergunakan adalah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan perjanjian pemborongan, yaitu:
. KUHPerdata
a. Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, karena Undang-
Undang.
b. Pasal 1234
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
c. Pasal 1313
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
d Pasal 1320
Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat -
|. Sepakat mereka yang mengikatkan dinmya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab vang halal,
g. Pasal 1338
Semua persetujuan yang dibuat sccara sah berlaku sebagai Undang
Uindang bagi mereka yang membuatnya
. Pasal 1601b
Yang mengatur tentang pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan.

v Pasal 1604-1608 dan Pasal 1611-1616 tentang pemborongan pekerjaan.

o)

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruks:

_L.hl

Algemene Voor Waarden Voor de Uitvoering bij aannemeing van openbare
werken in Indonesia (AV. 1941) tentang syarat-syarat umum untuk

pelaksanaah pemborongan pekerjaan umum di Indonesia
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4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 67/ KPTS/ 1998 Tentang
petunjuk praktis pengendalian pelaksanaan proyek di bidang pekerjaan umum
untuk para pimpinan proyek/ bagian proyek.

5. Surat keputusan bersama Menteri keuangan dan Bappenas Nomor S-42/
AJ2000 tanggal 3 Mei 2000 dan Nomor $-2262/ D2/ 05/ 2000 tanggal 3 Me:
2000.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan
bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengjkatkan diri tehadap satu orang atau Iebih. At dan pasal tersebut
menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya inisiatif
ataupun kemauan dari satu orang atau beberapa orang yang sepakal untuk
melakukan sesuatu bersama dengan satu orang atau beberapa orang. Menurut
Abdul kadir Muhammad (1990-78) menyatakan bahwa: “Perjanjian adalah suatu
pesctujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan din untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan™.

Apabila antara dua orang atau lebih terjadi persesuaian kehendak untuk
mengadakan suatu ikatan, maka tegadilah antara mereka suatu persetujuan.
Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan, surat, telegram, -
telepon, dan sebagainya, sehingga memmbulkan suatu persetujuan  yang
mengakibatkan ikatan bagi para pthak.

Menurut  Subekti  (1979:17)  dalam  buku  Hukum  Penanpan,
mengemukakan pengertian perjanjian sv:bagﬁl berikut:

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sescorang
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
untuk melaksanakan suaty hal. Dari penstiwa ini imbulah suatu
hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan
dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang vang membuatnya Dalam bentuknya
perjanjlan  itu  berupa suatu rangkaan perikatan  yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan vang diucapkan atau
dituhs™.
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Di dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat dikelompokan

ke dalam beberapa kelompok. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian

adalah sebagai berikut :

d,

Essentialia vaitu bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu tidak
mungkin ada, harga adalah essentialia bagi persetujuan jual- beli

Naturalia vaitu bagian-bagian yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai
peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, misalnya pertanggungan;
Accedentalia vaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam
persetujuan, dimana Undang Undang tidak mengaturnya misainya jual beli
rumah beserta alat rumah tangga.

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memperhatikan akan beberapa

asas yang perlu diperhatikan, yaitu :

1.

Raad

Asgs kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian
apa saja, walaupun belum ataupun tidak chatur dalam Undang Undang.
Kebebasan ini tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak bertentangan dengan
Undang Undang, kesusilaan, dan keternban umum.
Asas [tikad Baik

Perjanjian yang dibuat haruslah dilandasi itikad baik dan masing-masing
pihak agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan pihak lain. Asas im
dibedakan antara itikad baik subvektif dan itikad baik obyektif, itikad baik
subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang melakukan perjanjian,
sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan
pada norma kepatutan atau apa-apa vang dirasakan sesuai denpgan yang patut
dalam masyarakat.
Asas Konsesualisme

Terjadinva svatu perjanjian cukup dengan suatu sepakat saja dan

perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus antara kedua belah

pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian.
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i2

4 Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya

suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah

adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-undang,

Tujuan asas in1 adalah unuk memberikan kepada pembeli bahwa mereka tidak

perlu khawatir atas hak-haknya karena perjanjian ini berlaku bagi Undang-

undang bagi yang membuatnya.

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pithak jika
perjanjian itu dibuat sah dimana syarat sahnya suatu perjanjian tercanium dalam
pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
|. sepakat mereka yvang mengikatkan dirinya

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak jika
mereka sepakai untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan
dimana bebas dari paksaan, kekeliruan, dan penipuan melainkan berdasarkan
kebebasan semata-mata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang vang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada

asasnya setiap orang-orang yang sudah dewasa atau akhil balig dan sehat

mkirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1320 disebutkan
sebagai orang-orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

a. Orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang perempuan dalam hal vang telah ditetapkan dalam Undang-undang
dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan,

dapat merupakan barang atau jasa. Jikalau barang haruslah jelas barang apa,

jenis, bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan jelas secara lerperinci.

Jika vang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pthak.
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4. Suatu sebab yang halal

Syaral suatu sebab vang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu, pertama
perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat im perjanjian
batal. Kedua sebabnva harus halal bila tidak halal perjanjian tersebut
dinyatakan batal. Penanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan tidak
dilarang oleh Undang-undang, serta merupakan yang masuk akal untuk
dipenuhi vang mendasari penanjian itu.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subyektif karena menyangkut orang yang
melaksanakan suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka
salah satu pihak mempunvai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut
dibatalkan. Sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat obyektif karena menyangkut
obyek perbuatan hukum vang dilakukan. Apabila syarat obyekiil tidak dipenuh,
maka perjanjian terscbut dengan sendinnya gagal demi hukum tanpa adanya
permintaan untuk pembatalan perjanjian, sehingga dengan demikian perjanjian

dianggap tidak pernah ada.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pada dasarnva perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian
yang dibuat seperti perjanpen pada umumnya, yang membedakan hanyalah
namanya saja. Perjanjian pekerjaan termasuk perjanjian bernama yang tergolong
dalam perjanjian yang untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur
dalam pasal 1601b KUH Perdata. Perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601b
KUH Perdata, adalah

“ Perjanjian dimana pthak yang satu, si pemborong mengikatkan

diri untuk menyelenpearakan suatu pekerjaan bag pihak lain,

pthak yang memborongkan dengan menenma harga yang

ditentukan™.

Sebenarnva pengertian perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601b
Kl HPerdata tersebut kurang tepat. karena menganggap bahwa perjanjian
pemborongan adalah peranjian seprthak. Pemborong hanya mempunyai kewajiban

saja  sedangkan yang memborongkan (bouwheer) mempunyai hak saja
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Sebenarnya perjanjian  pemborongan adalah perjanjian timbal balik (FX.
Djumialdji;, 1995:4).

Menurut FX. Djulmialdj perjanjian pemborongan pekenjaan adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lam, yang memborong
mengikatkan din untuk membayar suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan termasuk dalam perjanjian melakukan
pekerjaan. Di dalam Bab 7A Buku 11l KUH Perdata yang berjudul: * Perjanpian

untuk melakukan pekerjaan™ di dalamnya terdapat tiga macam, yaitu :

—

Perjanjian pekerjaan.

I

Perjanjian pemborongan;

il

Pernjanjian menunaikan jasa

Persamaan ketiga macam perjanpian tersebut adalah pihak yang satu,
melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menenma upah. Perbedaan
antara perjanjian  kerja dengan peranjian  pemborongan dan  peganjian
menunaikan jasa vaitu dalam perpanjian kena terdapat sub ordinasi, sedangkan
dalam perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa bersifat
koordinasi, mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dan perjanjian
menunaikan jasa, vaitu bahwa dalam perjamjian pemborongan berupa
mewujudkan suatu karya tertentu sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa
berupa melaksanakan tugas tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya (F.X.
Dyulmaaldn, 1995:5).

Perjanjian pemborongan berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa
vang diatur dalam Algemene Voorwaarden voor de witvoening by aanemeing van
openbare werken in Indonesia (syarat-syarat umum untuk pelaksanaan
pemborongan pekernjaan di Indonesia). AV ini disahkan dengan Surat Keputusan
Pemerintah  Hindia Belanda nomor 9 tanggal 28 Mei tahun (941 dan Tambahan
Lembaran Negara (TLN) nomor : 14571,

Di dalam KUH Perdata dikenal adanva dua macam peranjian
pemborongan, yaitu:

|. Perjanjian pemborongan dimana pemborong melakukan pekerjaan saja;
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2. Penanjian pemborongan dimana pemborong selain melakukan pekerjaan juga
menyediakan bahan-bahannya (matenalnya).

Kedua perjanjian pemborongan tersebut memiliki perbedaan yaitu apabila
pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, maka apabila pekerjaan tersebut
musnah sebelum terjadinya penyerahan maka pemborong hanva bertanggung
jawab terhadap kesalahannya saja (Pasal 1606 KUH Perdata). Pemborong
melakukan pekerjaan juga menyvediakan bahannya, maka pka pekenaan itu
musnah sebelum diserahkan maka pemborong bertanggung jawab baik karena
kesalahannya maupun bukan kesalahannya. Artinya sepala kerugian adalah
tanggung jawab pemborong. Hal im dilakukan apabila pihak vang
memborongkan memliki alat bukti yang kuat atas kesalahan pemborong kecuali
jika pthak yang memborongkan telah lalai menerima pekerjaan tersebut (Pasal
1605 KUH Perdata).

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang
(pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak pemborong),
dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh
phak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga borongan (Subekti.
1985:58).

Dalam Undang Undang Nomor |8 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi,
tidak dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan. Tetapi kata telurusi
tentang pengertian jasa konstruksi pada Pasal 1 angka | yang berbunyi: “Jasa
konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan pelaksanaan pekerjaan konstruks:, dan layanan jasa konsultas:
pengawasan pekerjaan konstruksi™,

Selanjutnya di dalam Pasal | angka 2 dan Undang Undang Nomor I8

tahun 1999 memberikan pengertian pekerjaan konstruksi yang berbunyi :

“Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elcktrikal,
dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk
mewujudkan suatu bangunan/ bentuk fisik lamnya™
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Dilihat dari isinya perjanjian pemborongan pekerjaan di dalam KUH

Perdata tidak ditentukan secara tegas dan terinci. Para pthak vaitu pihak pemberi

pekerjaan (bouwheer) dan pemborong yang membuatnya. Hal ini sesual dengan

asas kebebasan berkon@rak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

mengandung pengertian sebagal berikut

b

B

LA

Orang bebas membuat perjanjian maupun tidak membuat perjanjian;

Orang bebas menentukan 1s1 perjanjian;

Orang bebas menentukan bentuk perjanjian,

Orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun;

Orang bebas menentukan hukumnya yang berlaku bagi perjanjian.

Menurut Djulmialdn (1985:22), bahwa kebebasan tersebut diatas dibatasi

vaitu tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban

urmum dan kesustlaan.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor |8 Tahun 999 tentang

jasa  konstruksi sckurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut, antara lain :

7

i,

Hubungan kerja harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi,

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup mengena :

a.

b.

Para pihak yang memuat jelas identitas para pihak;

Rumusan pekerjaan, vang memuat uraian yang jelas dan nner tentang
lingkup kriteria nilal batasan wakiu pelaksanaan;

Masa pertanggungan dan/ atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka
waktu pertanggungan dan/ atau pemeliharaan yang menjadi tanggung
jawab penyedia jasa.

Tenaga ahli, yang memuat ketentuan jumiah, klarifikasi dan kualifikas:
tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksr,

Cara pembayaran, yang memuat ketentuan yang kewajiban pengguna jasa
dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruks:,

Cidera janji. yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal

salatr satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian;
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2. Keadaan memaksa (force majeur), yang memuat ketentuan tentang
kejadian yang timbul diluar kemaunan dan kemampuan para pihak, vang
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

h. Dan lain-lain.

3. Kontrak jasa konstruksi harus memuat ketentuan tenmtang kekayaan hak
intelektual:

4. Kontrak jasa konstruksi dapat memuat kesepakatan tentang pemberian
insentif’

Surat perjanjian pemborongan/ kontrak yang jangka waktunva lebih dari
satu tahun dapat memuat rumusan mengenai penyelesaian harga kontrak (price
adjusment). Dalam surat perjanjian pemborongan dapat memuat ketentuan
mengenal pembayaran uang vang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen

lelang.

2.3.3 Lelang Pemborongan Pekerjaan.

Pelelangan menurut W.J.S Poerwodarminto penjualan dihadapan orang
banyak dengan suatu kawasan yang beratus-atusan (1989-580) sedangkan
pekerjaan pemborongan menurut W.J.S Poerwodarminto artinya adalah suatu
pckerjaan yang upahnya diberikan atau diperhitungkan apabila pekerjaan selesan
semuanya atau menurut banvaknya hasil pekerjaan, Pembuatan canopy schagai
alat penutup atau sarung vang akan di pasang di atas kolam renang agar kolam
renang selalu dalam kondist bersih airnva dan supaya dipergunakan setiap saat
oleh para pelajar yang menjad: siswa di Surabaya International School.

Dan pengertian di atas. pelelangan pekerjaan pemborongan pembuatan
Canopy Swimming Pool adalah pelelangan suatu pekerjaan untuk membuat
penutup atau penyaringan diatas vang upahnva disesuaikan atau diperhitungkan
apabila pekerjaan tersebut telah selesai dikemjakan semuanya akan menurut
banyaknya hasil pekerjaan.  Sebelum tenadinya perjanjian pemborongan
pembuatan canopy swimming pool terdapat suatu terapan-terapan. Kegatan yang
harus dilakukan oleh pihak pemben pekerjaan sampai dengan ditentukan

pemenangnya yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pemborongan,
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Pembuatan canopy swimming pool merupakan proyek non pemerintah
yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pelelangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vyang berlaku yaitu mengacu kepada surat
keputusan menten pekerjaan umum nomor: 671 KPTS 1998 dalam Bab II
disebutkan bahwa pelelangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pelelangan
umum dan pelelangan terbatas. Apabila kita telah lebih dalam lag tentang
Keputusan Presiden nomor: 18 tahun 2000 bahwa untuk pengadaan barang dan
pekerjaan harus dilakukan denpan cara pelelangan.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai
pengedaran barang/jasa pemborongan dan pengadaan jasa lainnya harus
dilakukan melalu:
|. Pelelangan vaitu; serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan

barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan vyang sehat diantara
penyedia barang/jasa vang setara dalam wmemenuhi syarat, berdasarkan
metode dan tata cara terientu yang telah ditetapkan dan dukun oleh pihak-
pihak yang terkait secara kuat asas sehingga terpilih penyedia jasa yang

terbaik.

b

Pemilihan langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tdak
menjamin pencapalan sasaran, dilaksanakan denpan cara membandingkan
penawaran dan beberapa penyedia barang atau jasa yang memenuhi Syarat
melalur permintaan harga ulang ( Price Quoution) atau permintaan teknis dan
harga serta dilakukan negoisasi secara bersaing, harga yang wajar dan secara
teknis dapat di pertanggung jawabkan.

3. Penunjukkan langsung yaitu pengadaan barang/jasa vang penyedia barang
atau jasanya di tentukan oleh kepala kantor/satuan kena/pemimpin proyek.
Bagian proyek/pycepcet yang di samakan/di tunjuk dan ditetapkan untuk
pengadaan barang / jasa yang berskala kecil, pelelangan ulang hanya 1 (satu)
peserta yang memenuhi syarat dan pengadaan bersifat khusus atau mendesak
setelah mendapat persetujuan dan Menteri/kepala lembaga pemerintah non
departemen / Gubernur / Bupati [ Walikota / Direksi BUMN / BUMD atau

penyedia barang dan jasa tunggal.
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4. Swakelola adalah pelaksanan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan
diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendini, alat sendin atau upah
borongan tenaga.

Untuk pemborong pekerjaan vang nilai  pekerjaannya dibawah
Rp50.0000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui pemunjukan
langsung oleh kepala kantor/satuan kerja/pimpro/pinbagpro. Pemborongan yang
nilainya diatas Rp. 50.000 000.00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui
pelelangan.

Suatu pekerjaan yang memerlukan teknolog atau yang mempunyai sifat
khusus dan non standar, dapat diumdang rekanan yang mempunyai kualifikasi
lebith tinggl dan vang dipersvaratkan untuk melaksanakan pekenaan tersebut.
Sehingga proses pelelangan dapat dikatakan merupakan dasar bagi pembuatan
surat penanjian/ kontrak pekerjaan antara pengguna jasa dan penyewa jasa yang
memenangkan pelelangan untuk pekenaan pembuatan canopy swimming pool
yang dilaksanakan berdasarkan pelelangan vang perlu diperhatikan adalah daftar
rekanan mampu dan dafiar rekanan terpilih. Daftar rekanan terpilih dihasilkan
melalum evaluasi data, penampilan kontraktor dan sita kemampuan nyata. Hasil
prakualifikasi dipilih oleh atasan langsung pimpinan provek.

Menurut Jukms Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000, ketentuan
umum menyatakan bahasa prakuabnfikasi dimaksudkan unmtuk mengetahw
kemampuan penyewa barang/ jasa pada saat akan mengikutt pelelangan,
Penyelenggaraan prakualitifikasi dilakukan oleh panitia pelelangan untuk setiap
diadakan pelelangan.

Menurut 51 Soedew1 Mascihoen Sofwan mengenai prakualifikas tersebut
berpendapat bahwa dalam prosedur pelelangan vaitu adanya pemberitahuan atau
undangan kepada pemborong, maka sebelum mengikutt pelelangan, para
pemborong disvaratkan memenuhi persvaratan prakualifikas) dimaksudkan untuk
mengadakan pemeriksaan dan kemampuan mutu barang (1982 10),

Kegmatan prakuahfikas) dilakukan oleh pamitia dengan memperhatikan

perhitungan kemampuan keuangan dan kemampuan paket, serta penggolongan
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dan segmen pasar berdasarkan kemampuan dasamya dengan mengkuti ketentuan

sebagal benkut :

calon pemborong golongan kecil dua/ K2 adalah perusahaan golongan C2
(Keppres no: 16 / 1994), atau perusahaan baru dapat mengikuti pelelangan
dengan nilai Rp 0,- s/d Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);

calon pemborong golongan kecil satw/ K1 adalah perusahaan golongan CI
(Keppres no: 16/ 1994) dan golongan B yang baru dikeluarkan pada tahun
1999/ 2000 dapat mengikuti pelelangan dengan mlai diatas Rp 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar
Tupiah);

calon pemborong golongan menengah adalah perusahaan golongan B
(Keppres no: 16/ 2000) atau golongan A yang baru dikeluarkan tahun 1999/
2000, dapat mengikuti pelelangan dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000 - (satu
milyar rupiah) s/d Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah):

calon pemborong golongan besar adalah perusahaan golongan A (Keppres no:
16/ 1999) dapat mengikuti pelelangan dengan nilar diatas Rp 3.G00.000.000.-
(tiga milyar rupiah) dengan syarat memiliki kemampuan dasar sesuai dengan
mlal pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dalam melakukan prakualifikasi pthak pemben pekerjaan telah melakukan

dengan meneliti terhadap proposal yang masuk vang berkattan dengan .

Bentuk badan hukum dan rekanan;

Adanya pengalaman dan rekanan dalam hal imi CV, Mutan Engineening;
Bank garansi yang ditawarkan;

Kemampuan dar sepl manajemen.

Klasifikasi golongan dan rekanan yang mengajukan proposal.

2.3.4 Sifat Dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan bersifat konsensuil, artinya perjanjian

pemborongan pekenaan itu ada atau lahir sejak adanyva kata sepakat antara kedua

belah pithak vang memborongkan (bouwheer) dengan pihak pemborong mengenai
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pembuatan suatu karya dan harga borongan atau harga kontrak (Djulmialdii,
1996:7).

Adanya kata sepakat, perjanjian pemborongan mengikuti kedua belah
pihak. Para pithak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan pekerjaan
tanpa persetuyjuan pihak lainnya. Jika penanjian pemborongan pekenaan
dibatalkan secara sepihak, maka pihak lain dapat menuntutnya.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat juga dikatakan mempunyai sifat
pelengkap, artinya aturan-aturannya dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian
yang diadakan oleh para pthak. Namun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah
pihak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak
bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku.

Bentuk perjanjian pemborongan adalah bebas (Umvry). Perjanjian
pemborongan dapat dibuat secara lesan maupun tertulis namun karena perjanjian
pemborongan mengandung resiko vang besar maka perlu adanva perlindungan
hukum vang berguna untuk proses pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk standart contract, yartu
mendasarkan pada berlakunya peraturan standart yang menyangkut segi yundis
dan seg tekmknya. Pengaturan perjanjian pemborongan dan segi yundis datur
dalam KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa
konstruksi, sedangkan dan seg tekms diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun
2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, serta petunjuk teknis
pengadaan barang/ jasa yang merupakan Keputusan bersama Departemen
Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pelaksanaan  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  selain  harus
mengindahkan  ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga harus
memperhatikan peraturan standart yang berlaku di  Indonesia  sepanjang
menyangkut perjanjian pemborongan pekerjaan yang bersifat umum, peraturan
standartnya ditetapkan oleh pemenintah. Penthal perjanjian standart, Asser Rutten
membernikan pendapatnya bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian
bertanggung jawab pada 1si dan apa vang ditanda tangami. Apabila orang vang

membubuhkan tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani,
tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui 1sinya (Rutten,
dalam Marian Badrul Zaman, 1994: 63).

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek internasional harus dibuat
secara tertulis serta dalam bentuk standar, Perjanjian dibuat dalam bentuk dan
model-model formulir tertentu vang isinya ditentukan secara sepihak oleh vang
memborongkan (bouwheer) berdasarkan pada peraturan standart.

Menurut Sofwan, 1982: 58, cara pencrapan standart kontrak dalam
perjanjian pemborongan. adalah sebagai bertkut :

1. Dengan jalan penandatanganan
Peraturan  standart dimasukkan dalam rumusan  kontrak  kemudan
ditandatangani, dengan menandatangam perjanjian para pihak terikat pada
peratutan standart vang tercantum di dalamnya. Hal ini berarti bahwa pihak
yang menandatangani perjanjian tersebut menenma isi peraturan standart yang
tercantum di dalamnva. Walaupun orang vang bersangkutan belum membaca

isi peraturan tersebut, namun secara formil orang itu sudah tenkat;

2

Dengan pemberitahuan peraturan standart
Peraturan standart tersebut diberitahukan kepada pihak lain, isi perjanjian
tersebut dipelajari terlebih dahulu, setelah mengetahui dan memahami 151

peraturan standart barulah kontrak tersebut ditandatangant;

()

. Dengan jalan penunjukan
Di dalam perjanjian dicantumkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan
perjanjian tersebut menunjuk berlakunya peraturan standart tertentu.
Pemborong setuju atau tidak dengan peraturan standart yang diberitahukan.
Di dalam praktek perjanjian standart sebagai perjanjian tertuhis dalam
bentuk formulir. Para pihak cukup membubuhkan tanda tangan dan pihak tersebut

telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang dimaksud.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Sesuar dengan hasil uraran dalam pembahasan sknipsi ini, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai bertkut

|. Bahwa dalam pelaksanaan perjanpan pemborongan pekerjaan antara Surabayva
Internasional School Surabaya dengan CV. Mutan Engineening Sidoarjo
dilaksanakan dengan mengacu pada standart kontrak sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu perjanjian dari pasal 23
Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000, Setiap
persetuyjuan  vang dituangkan dalam suatu perjanjian dalam perjanjian
pemborongan pckenjaan berlaku sebagai Undang- Undang bagi para pihak
yang terikat dalam perjanpan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap
ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

2. Bahwa hak dan kewajiban dan masing-masing pihak yang terikat dalam
perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan canopy swimming pool sampai
dengan selesainya pekerjaan yang ditanda dengan penyerahan pekerjaan telah
dilaksanakan dengan itikad baik seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3
KUHPerdata. Salah satu contohnya adalah pihak kedua dalam hal im yaitu
CV Mutan Engineering sclaku rekanan yang memenangkan lelang,
menyediakan semua bahan dan peralatan vang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan  dan pihak  pertama atau yang memborongkan melakukan
pengawasan selama mobilisasi pekerjaan. Sedang masa pemeliharaannya akan
berakhir sampai dengan 16 Januan 2004

3. Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan
pekerjaan pembuatan canopy swimming pool antara Surabaya Internasional
School dengan CV. Mutan Engineering proses penyelesmannya  akan
dilakukan melalui jalur hukum, melalui lembaga pengadilan sesua wilayah
hukumnya dengan domsihi vang telah dipilih oleh kedua belah prhak vaitu di
Kepaniteraan Pengadilan Negen Surabaya

33
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4.2 Saran
Berdasarkan pada hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas,

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

|. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang hendak
dibuat antara masing-masing pihak sevogyanya tidak dibuat standart kontrak,
sehingga para pihak dapat duduk dalam satu meja untuk bisa menuangkan
materi perjanjian sesual dengan kata sepakat kedua belah pihak karena mercka
mempunyai kedudukan yang seimbang dan tujuan dari kontrak im akan
tercapai dengan baik.

2. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebaiknya kedua belah pihak yang terikat
dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat melakukannya sesuai dengan
isi perjanjian sampai dengan batas akhir masa pemeliharaan yaitu 16 Januan
2004 oleh pihak CV. Mutan Engineening.

3. Bahwa para pihak yang terkait dalam penanpan pemborongan pekeraan

pembuatan canopy swimming pool sedapat mungkin menghindan tenadinya
wanprestasi yang akan diselesaikan melalw lembaga pengadilan. Mengingat

masa pemeliharaan masth berlaku sampai dengan 16 Januan 2004
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g bertanda taﬁgan dibawah ini :

ma ' MR. LARRY JONES
mat - Surabaya Intemational School, Citraland, Surabaya

Hindak untuk atas nama SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL, sebagal pemitik proyek,
Uk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagal PIHAK PERTAMA.

ma : ALl SURAHMAN
smal - JI. Manggis 8/642 Pondok Candra Indah, Sidoarjo

rindak untuk atas nama CV. Mutan Engineering, sebagal pemborong proyek, untuk
lanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagal PIHAK KEDUA

Pasal 01
Jenis Pekerjaan

nis pekerjaan yang akan diborong kerakan dan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,

alah pembuatan CANOPY SWIMMING POOL dengan bentangan strukiur Canopy 30 meter
n Panjang Canopy 18 meter. Data selengkapnya terdamgpir

Pasal 02
Harga Borong Pekerjaan

1lah disepakati antara PIHAK PERTAMA dencan PIHAK KEDUA, harga borong pekerjaaan

jalah Rp. 180,000.000,- (Seratus delapan puluh jula rupiah) dengan ketentuan sebagal berkul

1. Harga borongan pekerjaan sudah termasuk harga material dan jasa tenaga kerja
hingga pekerjaan selesal menjadi kewajiban PIHAK KEDUA,

2. Harga borongan adalah netlo lidak ada pajak yang dibebankan pada PIHAK
FERTAMA, .

3. Listrk untuk lampu dan alat Bantu serta air untuk keperluan civil sebagal sarana
penunjang pekerjaan disediakan cleh PIHAK PERTAMA.

4 Pemakalan listrik untuk pengelasan akan dihitung biaya oleh PIHAK PERTAMA dan

akan dibebankan pada PIHAK KEDUA,

Pasal 03
Waktu Pengerjaan

Vaktu pengerfaan proyek tersebul dimulal sejak Surat Peranjian Konlrak Kerja inl ditandatangani

ada tanggal 4 Desember 2002, dan selesal paling lambal tanggal 16 Januarn 2003. Dala
alengkapnya tentang wakiu pengerjaan terdapat pada lampiran dalam bentuk scheduling
embuatan CANOPY SWIMMING POOL

LAMPIRAN II
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Pasal 04
Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam 3 {tiga)
tahap Pembayaran : i

1. Pembayaran | :
Dibayarkan pada saat penandatanganan Kontrak Kera pada tanggal 3 Desember
2002, sgbesar Rp, 90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau 50 % dari nilai
kantrak:

2. Pembayaran Il :
Dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pekeraan dinyatakan selesai, sebesar
Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah) atau 45 % dari nilal kontrak,

3. Pembayaran Il :
Dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai, sebesar Rp.
9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau 5 % dari nilai kantrak.

Pasal 05
Rincian Pekerjaan

1. Pekeraan Konstruks Baja:

- WF 300x150 ex. PT. MULCINDO Surabaya
- Channel C 100x50

- As diameter 34 inchi

- Plate Medium Steel tebai 8 mm

2. Pembuatan pondasi dengan material -
- Plat support 1000x1000x500 mm, baja beton diameter 12 mm
- Strauss 10 inch x 3000 mm, baja beton diameter 16 mm, nng diameter 8 mm
- Column stud 200x200 mm, baja beton diameter 12 mm, ring diameter 8 mm
Klasifikasi campuran semen : pasir - tenslah = 1-2:3
3. Pembuatan roofing polycarbonate:
- Local polycarbonate, tebal = & mm, merek TWINLITE, wama biru
- Joining polycarbonate, profil H aluminum
- Clamping polycarbonate, plat strip aluminum )
- Clamping system, screw drilling M 6 x 25 mm, silicone sealant ¢ [ornt Baluy) E
4. Painting:

- Sending Filler Epoxy
- Finishing: Epoxy Enamel
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Pasal 06
Serah Terima

Pekerjaan pembuatan CANOPY SWIMMING POOL telah selesai dikerjakan aleh PIHAK
KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA yang dituangkan dengan penandatanganan
berita acara cleh kedua belah pihak.

Pasal 07
Jaminan Pekerjaan

BIHAK KEDUA menjamin pekerjaan pembuatan CANOPY SWIMMING POOL selama 1

5' (satu) tahun darikeranh terima atau sampai dengan tanggal 16 Januari 2004, dengan
menanggung segala biaya perbaikan yang terjadl apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh
kesalahan dalam proses pengeraan.

Pasal 08

Selama pengenaan konstruksi dan ereksi, maka diharapkan PIHAK PERTAMA tidak melakukan
kegiatan di kolam renang tersebut.

pPasal 09
Lain-lain

1. Apabiaada pekerjaan yang tidak sesuai atau menyalahi spesifikasi yang sudah
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak urituk tidak
melakukan pembayaran atas pekerjaan {ersebut.

2. Apabia tefadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan sesual dengan waktu yand
disepakati dalam perjanjian inl (16 Januari 2003), maka peraku denda atas
keterlambatan pekerjaan sebesar 1 (satu) persen perhari. _

5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bisa memberikan Bank Garansi, maka jaminan pekerjaan
ini adalah pekerjaan tersebut. Jadi apabila pekerjaan tersebut tidak memuaskan (sesusl
dengan yang disepakati dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA lidak periu melakukan
pembayaran.

4. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pitak memilin tempak

=~ kadudukan (domisiii) umum dan tidak berubah di kepaniteraan pengadilan Negeri
Surabaya.

Surabaya, 4 Desember 2002

PIHAK PERTAMA
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